
GUBERNUR JAWA BARAT 

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 

NOMOR: 16 TAHUN 20·17 

TENT ANG 

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, 

SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA, 
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TERBUKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, pada Lampiran Pembagian Urusan 
Pemerintahan Bidang Pendidikan diatur bahwa pengelolaan 
pendidikan menengah, merupakan urusan yang menjadi 
kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi; 

b. bahwa penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah 
Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Luar 
Biasa, Sekolah Menengah Atas Terbuka dan Sekolah Menengah 
Kejuruan Terbuka, merupakan kewenangan Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat; 

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik 
baru sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu 
ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman 
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, 
Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, 
Sekolah Menengah Atas Terbuka, dan Sekolah Menengah 
Kejuruan Terbuka; 

1 .  Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 
Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 3 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai 
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;  






















